
-1 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pernbentukan Kal.upaten 
t :f;i; Daerah Ti:1gkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Ji i··- Mandailing Natal; 
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3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perncrintah • m Desa; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 199~ tentang Pemerintahan Daerah ( 
Lembaga Negara tahun I 999 Nomor 60 tambahan Lembaga Negara 
noinor 3839 ); 

I. Undang-undang Nomor 7 Ort Tahun 1956, tentang Pernbentukan Oaerah 
Otonorn Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Utara; 

b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061 II 60iSJ 
tanggal 15 Januari 1999 perihal Persetujuan Pembentukan Lembaga 
Pemerintahan di Daerah, pemerintah daerah perlu menetapkan 
Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat Wilayah Kabupaten 
Mandailing Natal dengan satuan peraturan daerah; 

a. bahwa ditetapkannya undang-undang Republik Indonesia Ncmor 12 
Tahun 1998 tentang Pernbentukan Kabupaten Mandailing Natal, maka 
dipandang perlu membentuk sekaligus mengatur pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat Wilayah Kabupaten Mandailing 
Natal. guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pernerintahan, 
pelaksanaan pernbangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dalam 
mernamfaatkan potensi wilayahnya untuk rnenyelenggarakan otonorni 
daserah serta mengurus rum ah tangganya sendiri; \ 

BUPA TI MANDAILING NAT AL 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

vlenirnbang 

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA INSP:SKTORAT 
WILAYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL 

TENT ANG 

NOMOR 17 TAHUN 1999 

PERATURAN DAERAH KABUP ATEN MA.Nl>A~LING NAT AL 

. PEMERINTAH KABUPA.TEN MANDAll,,~G NATAL 
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17. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Norn or 111 Tahun 19~ I tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Daerah 
Kabupatcn I Kotarnadya Daerah Ti ngkat II; 

I 6. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nornor 97 Tahun I ~93 ten tang Pola 
Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prod user 
penetapan Produk Hukum di Lingkungan Departernen Odam Negeri; 

14. Peraturan Menteri Dal am Negeri Norn or 22 Tahun 1986 ten tang Pola 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 

I J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor I I 6 Tahun 1981 teruang 
Pengawasan umurn diliugkungan Departernen Dalarn Negeri; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang 
Pcngawasan Umurn dilingkungan Departerneri Dalam Neger i: 

I I. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tek.nis Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, 
rancangan peraturan pernerintah dan rancangan Keputusan Presiden; 

I 0. Keputusan Presiden Norn or 15 Tahun 1983 tentang Ped om an 
pelaksanaan pengawasan; 

9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun J 994 tentang Susunan Organisasi 
Departemen sebagairnana telah dinbah terakhir dengan keputusan 
Presiden Nornor 42 Tahun I 991; 

8. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pem ben.ukan Badan 
Pengawasan eraturan Daerah Perubahan; 

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Organisasi Departemen; 

6. Peraturan Pemerintah Nome- 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi 
Vertikal di Daerah; 

Peraturan Pernerintah Nornor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggara 
Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingka: II; 
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Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat Wilayah. 

PEMBENTUKAN 

BAB II 

f. lnspektorat Wilayah adalah Jnspektur Wilayah Kabupaten Mandailing 
Natal; 

e. Inspektorat Wilayah adalah Kantor Inspektorat Kabupaten Mandai)ing 
Natal; 

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Mandailing Natal; 

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mandailing Natal; 

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah 
otonomi yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah; 

a. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal: 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan : 

Pasal I 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL 
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TA1A KE~A 
INSPEKTORA T WILA 'r AH DAERAH KABUPATEN MANOAILTNG 
NATAL 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

DEWAl'IJ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL 

Dcngan Persetujuan 
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d. Melaksanakan pelayanan tehr, is administratif dan fungsiona!; 

c. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap 
penyimpangan atau penyalagunaan dibidang pemerintahan, pembinaar, 
sosial politik, perekonornian kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, 
pendapatan daerah, kekayaan Negara dan daerah; 

b. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan 
atau instansi dilingkungan Pemerintah Daerah atas petunjuk Kepala 
Daerah; 

a. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pernerintah 
urnurn, pemerintahan Desa I Keluraha.i yang meliputi bidang 
pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonornian, kesejahteraan 
sosial, pembinaan aparatur, p zndapatan Daerah Kekayaan Negara, 
Daerah dan lain-lain yang ditugaskan oleh Kepala Daeruh; 

Untuk menyclenggarakan tugas tcrsebut pada pasal 4, Inspcktorat Wilayah 
mempunyai fungsi : 

Pasal 5 

Inspektorat Wilayah mempunyei tugas rnelaksanakan pengawasan umurn 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan urnum, penyelenggara 
pemerintahan daerah, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pernbangunan 
dan pernbinaan masyarakat dilingkungan pernerintah daerah, kota 
administratif, pernerintah Wilayah Kecamatan dan pemerintah Desa I 
Kelurahan. 

Pasal 4 

2) lnspektorat Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala yang zahcri-hari 
disebut Inspektur Wilayah; 

1) Inspektorat Wilayah adalah aparat pengawasan fungsional yang traktis 
operasional berada dibawah bertanggung jawab keoada Kepa!a Daerah 
dan Tehnis; 

Pasal 3 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

BAB III 
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Sub Bagian Tata Usaha rr.empunyai tugas menyiapkan bahan, koordinasi 
pengawasan dan memberikan pelayanan administrative dan fungsional 
kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Wilayah. 

Pasal 8 

(2) Sub Bagian tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang sehari-hari 
disebut Sekretaris Jnspektorat Wilayah; 

(I) Sub Bagian Tata Usaha adalzh unsur pelayanan tehnis dan fungsional 
dilingkungan Inspektorat Wilayah yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada lnspektorat Wilayah; 

Pasal i 

(2) Bagan Organisasi lnspcktor.u Wiluyah scbagnimann tcrc.uuum dnkun 
lampiran Keputusan ini; 

h. Pemeriksa Kekayaan; 

g. Pemeriksa Pcndapatan; 

f. Pemeriksa Aparatur: 

e. Pemeriksa Kesejahteraan Sosral; 

d. Pemeriksa Perekonomian; 

c. Pemeriksa Sosial Politik; 

b. Pemeriksa Pemerintahan; 

a. Sub Bagian Tata Usaha; 

(I) lnspektorat Wilayah terdi-] dari : 

Pasal 6 

SUSUNAN ORGANISASI 

BAB IV 
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(3) Urusan administrasi mempunyai tugas rne lakukan urusan penata usahaan 
surat-rnenyurat, kepegawaian dan keuangan; 

(2) Urusan evaluasi dan pelaporan mernpunyai tugas menyiapkan bahan 
menghimpun mengolaJ-., menilai dan menyiapkan laporar hasil 
pengawasan fungsional dan melakukan adrr.inistras per.gaduan 
masyarakat, serta menyusun laporan kegiatan pengawasan; 

(I) Urusan perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 
dan pengendalian rencana program. kerja pengawasan, menghimpun 
peraturan perundang-undangan dokumentasi dan pengelolaan data 
pengawasan; 

Pasal 11 

c. Urusan Administrasi; 

b. Urusan Evaluasi dan Pelaporan; 

a. Urusan Perencanaan; 

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : 

P:isal IO 

d. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyur at, dan rumah 
tangga; 

c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional 
penata usahaan, 12roses penanganan pengaduan; 

b. Menghimpun, mengolah can menyimpan laporan nasil perneriksaan 
pengawasan aparat pengawas an fungsional di Daerah; 

a. Mengurnpulkan cahan koordinasi penyusunan dan pengendalian program 
kerja pengawasan; 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, sub bagian :ata usaiia 
mempunyai fungsi : · 

Pasal 9 
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(:l) Pcmcriksa pcmhanlt; pcmcrintahan desa I kelurahan mcmpunyai tugas 
pembantu pemeriksa pernerintnhan dalarn melakukan pcmeriksaan 

(2) Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pembantu 
pemeriksa dalam rnelakukan perneriksaan terhadap penyelenggara 
pemerintahan daerah; 

(I) Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Umum mernpur.yai tugas pernbantu 
pemeriksa dalam melakukan perneriksaan terhadap penyelenggara 
Pemerintahan Umum dan kasus-kasus pertahanan yang menjadi tugas 
dan bertanggung jawab Kepala Daerah; 

Pasal 15 

c. Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Desa I Kelurahan; 

b. Perneriksa Pernbantu Pemerintahan Daerah; 

a. Pemeriksa Pembantu Pernerintahan Umum; 

Pemeriksa pemerintahan dibantu oleh : 

Pasal 14 

d. Menyiapkan, menyusun dan menyarnpaikan laporan hasil perneriksaan; 

c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang 
pemerintahan daerah, pernerintahan desa, pembangunar: desa pertahar:an 
yang menjadi tugas dan bertanggungjawab Kepala Daerah; 

b. Memberikan petunjuk, rnengawasi dim membimbing pelaksanaan tugus 
pemeriksaar; 

a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan; 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, pemeriksaan 
pemerintahan mempunyai fungsi : 

Pasal 13 

Pemeriksaan pemerintah mempur.yai tugas melakukan pemeriksaan terhadap 
penyelenggaraan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa I 
kelurahan dan pembangunan masyarakat desa serta kasus-kasus pertahanan 
yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah 

Pasal 12 
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b. Membantu pernefiksa kecangan, perlengkapan dau peralatan dalam 
menyiapkan konsep-kons cp laporan; 

a Membantu pemeriksa keuangan, perlengkapan dan peralatan dalam 
melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaiarr serta pengusutan 
merigenai bidangnya masing-masing; 

(2) Perneriksa pembantu mempunyai tugas : 

c. Pemeriksa pembantu perusahaan daerah; 

b. Pemeriksa pembantu perlengkapan dan peralatan; 

a Pemeriksa pembantu keuangan; 

(1) Pemeriksa Keuangan, perlengk~pan dan peralatan dibantu oleh : 

Pasal 18 

e. Menyiapkan, menyusun dan menyarnpaikan laporan hasil pe meriksaan, 
pengujian dan penilaian serta hasil pengusutgn; 

d. Mcnguji dan menilai laporan hasil pekerjaan pemeriksaan pembantu: 

c. Melakukan pemeriksaan urusan keuangan, perlengkapan dan peralatan; 

b. Menyiapkan rencana serta program pemeriksaan; 

a. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan 
kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri, Gubemur Provinsi Sumatera Utara 
serta Kepala Daerah; 

Untuk menyelenggarakan tu gas terse but pad a pass I 16, pemeriksa keuungan, 
perlengkapan dan peralatan mempunyai fungsi : 

Pasal 17 

Pemeriksaan keuangan, perlengkapan dan peralatan f!lempL.nyai tugas 
membantu kepala Inspektorat Wilayah dalam melaksanakan perneriksaan, 
pengujian dan penilaian serta pengusutan dibidang keuangan, perlengkapan 
dan peralatan. 

Pasal 16 
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c. Pemeriksa pernbantu pembangunan Desa; 

b. Pemeriksa pembantu proyek-proyek program bantuan Pembangunan 
Daerah dan proyek-proyek program bantuan pernbnagunan lainnya; · 

a Pemeriksa pernbantu Pembangunan Daerah; 

(I) Pemeriksa pernbangunan dibantu oleh : 

Pasal 21 

e. Menyiapkan, menyusun dan menyarnpaikan laooran hasil oerneriksaan, 
pengujian dan penilaian serta hasil pengusutan; 

d. Menguji dan rnenilai laporan hasil pekerjaan perneriksaan pembantu; 

c. Melakukan pernei iksaan urusan keuangan, perlengkapan dan peralaran; 

b. Menyiapkan rencana serta program perneriksaan; 

a. Melakukan inventurisasi pcraturan perundang-undangnn d:111 
kebijaksanaan Menter] Dalarn Negeri, Gubernur Provins: Sum.nera Utara 
serta Kepala Daerah; 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 pemeriksaan 
pernbangunan mempunyai fungsi : 

Pasal 20 

Pemeriksa pernbangunan rnernpunyai tugas pembartu kepala inspektorat 
wilayah melakukan pemeriksaan. pengujian dan penilaian serta pengusutan 
dibidang pernbangunan. 

Pasal I<: 

d. Mernberikan saran-saran kepada keuangan, perlengkapan dan 
peralatan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam 
rnelaksanakan tugasnya; 

c. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh perneriksa keuangan, 
perlengkapan dan peralatan; 

: 
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d. Menyiapkan, menyusun dan menyarnpaikan laporan hasil pemeriksaan; 

c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang sosial 
politik; 

b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas 
pemeriksaan; 

a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana perneriksaan; 

Untuk rnenyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Pemeriksu Sosial 
Politik mempunyai fungsi: 

Pasal 23 

d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil perneriksaan; 

c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang sosial 
politik; 

b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas 
pemeriksaan; 

a. Mengumpulkan bahan nenyusunan rencana pemeriksaan; 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Pemeriksa Sosial 
Politik mernpunyai fungsi : 

Pasal 22 

d. Mernberikan . saran-saran kepada pemeriksa pembangunan tentang 
langkah-langkah yang harus diambil dalam rnelakukan tugasnya; 

c. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh perneriksaan 
pembangunan; 

b. Membantu pemeriksa pembangunan dalam menyiapkan konsep 
konsep laporan; 

a. Pembantu pernenksa pembangunan dalarn rnelaksanakan 
pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan menger.ai 
bidangnya masing-masing; 

(2) Pemeriksa pembantu mempunyai tugas : 
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d. Menyiapkan, menyusun dan rnenyampaikan laporan hasil pemeriksaan; 

c. Melakukan pemerlkssan terhadap kegiatan-kegiatar; di bidang 
perekonomian yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk 
tugas-tugas pembantuan serta serta tugas dan tanggung jawab Kepala 
Daerah selaku Kepala Wilayah; 

b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas 
pemeriksaan; 

a. Mengurnpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksuan; 

Untuk rnenyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 pemeriksa 
Perekonomian mernpunyai fungsi : 

Pascl 27 

Perneriksa perekonornian mernpunyai tugas melakukan perneriks ... an 
terhadap perencanaan, penyelcnggaraan dan peningkatan sektor-sekior 
ekonomi yang telah rnenjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas 
tugas pernbantuan serta tugas tanggung jawab Kepala Daerah Jelaku Kepala 
Wilayah. 

Pasat 26 

(2). Pemeriksaan pembantu pembinaan rnasyarakat dan kesatuan bangsa 
mempunyai tugas membantu Pemeriksa Sosial Politik dalam melakukan 
pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan umum, masyarakat 
dan pembinaan kesatuar. bangsa: 

( 1) Pemeriksa pernbantu pembinaan kerenterarnan ketcrtiban mernpunyai 
tugas membantu pemeriksa Sosiai Politik dalam melakukan pemeriksaan 
terhadap penyelenggaraan pembinaan pengamanar dan pertahanan sipil; 

Pasal 25 

b. Pernerik.sa pembantu pernbinaan masyarakat dan kesatuan bangsa; 

a. Pemeriksa pembantu pembinaan ketenterarnan Ketertiban; 

Pemeriksa Sosial Politik dibantu oleh : 

Pasal 24 
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d. Menyiapkau, mcnyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan; 

c. Melakukan perneriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang 
perekonomian y:111g te.ah menjadi urusan rurnah tangga daerah termasuk 
tugas-tugas pernbantuan serta serta tugas dan tanggung jawab Kepala 
Daerah selaku Kepala Wilayah; 

b. Memberi petunjuk, rnengawasi dan mernbirnbing pelaksanaan tugas 
perneriksaan; 

a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana perneriksaan; 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22 perneriksa 
Kcscjahtcraan Sosial rncmpunyai fungsi : 

Pasal 31 

Pemeriksa Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan perneriksaan 
terhadap penyelenggaraan pembinaan peningkatan kesejahteraan rakyat yang 
telah rnenjadi urusan rumah tangga daerah terrnasuk rugas-tugas pembantuan 
serta tugas dan tanggungjawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah. 

Pasal 30 

(2) Pemeriksa pembantu sector industri dan pertambzngan mernpur yai tugas 
membantu pemeriksa perekonornian dalam m elakukan pemeriksaan 
terhadap penyelenggaraan sector perhubungan dan pariwisata yang telah 
menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pembantuan 
serta tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah; 

(I) Pemeriksa pembantu sektor pertanian mempunyai tugas membantu 
pemeriksa perekonomian dalam melakukan perneriksaan terhadap 
penyelenggaraan sector pertanian yang telah menjadi urusan rumah 
tangga daerah termasuk tugas-tugas pernbanruarr serta tugas clan 
tanggungjawab Kepala Daerah selaku Kcpala Wilayah; 

Pasal 29 

c. Pemeriksa Pembantu Sektor Perhubungan dan Pariwisata; 

b. Pemeriksa Pembantu Sektor Industri dan Pertambangan; 

a. Pemeriksa Pembantu Sektor Pertanian; 

Pcrneriksa Perekonomi: . .11 dibantu oleh: 

Pasal 28 
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a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan; 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26 Pemeriksa Aparatur 
mempunyai fungsi : 

Pasal 35 

Pemeriksa Aparatur mempunyai tugas melakukan perneriksaan terhadap 
penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, pengelo laan 
administrasi kepegawaian, serta pelaksanaan pernberian gaji dan 
kesejahteraan pegawai. 

Pasal 34 

(3) Pemeriksa pembantu sektor kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas 
membantu dalarn rne lakukan perneriksa · kesejahtcraan so sial dalam 
melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sektor kesejahteraan 
sosial dan lingkungan hidup yang telah menjadi urusan rurnah tangga 
daerah termasuk tugas-tugas pembantuan serta .ugas cian tanggung jawab 
Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah; 

('.!) Perneriksa pembanru sektor kesehatan dan kependudukan mernpunyai 
tugas rnern bantu dan rnelakukan perr.eriksa kesejahteraan sosial dalam 
melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sektor kesehatan 
masyarakat, kependudukan dan ke luarga berencana yang re · ah rncnjad i 
urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pernbantuan serta 
tugas dan tanggungjawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah; 

(I) Perneriksa pernbantu sektor pendidikan, kebudayaan dan agama 
mempunyai tugas membantu dalam melakukan perneriksa kesejahteraan 
sosial dalam rnelakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan 
pendidikan, kebudayaan dan agama yang telah menjadi urusan rumah 
tangga daerah termasuk .ugas-tugas pembantuan serta tugas dan 
tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah; 

Pasal 33 

c. Pemeriksa Pembantu Sektor Kesejahteraan Masyarakat; 

b. Pemeriksa pembantu Sektor Kesehatan Jan Kependudukan; · 

a. Pemeriksa Pembantu Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Agama; 

Perneriksaan Kesejahteraan Sosial dibantu o leh : 

Pasal 32 
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b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas 
pemeriksaan; 

Untuk menyelenggarakan iugas tersebut pada pasal 30 Pemeriksa Pendapatan 
mempunyai tugas : 
a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan; 

Pasal 39 

Pemeriksa pendapatan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap 
pengelolaan pembinaan dan peningkatan pendapatan Daerah. 

Pasal 38 

(2) Pemeriksa pembantu adrninis.rasi kepegawaian rnernpvnyai tugas 
membantu pemeriksa aparatur dalarn rnelakukan pemeriksaan terhadap 
penyelenggaraan administrasi umum kepegawaian pelaksanaan 
pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai; 

(1) Pemeriksa pembantu pembinaan aparatur mempunyai tu gas membantu 
perneriksa aparatur dalam rnelakukan perneriksaan terhadap 
penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, serta 
pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai; 

Pasal 37 

b. Pemeriksa pembantu administrasi kepegawaian; 

a. Pemeriksa pembantu pembinaan Aparatur; 

Perneriksa Apar.uur dibantu oleh : 

Pasal 36 

d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil perneriksaan; 

c. Melakukar, pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang 
perekonomian yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah terrnasuk 
tugas-tugas pembantuan serta serta tugas dan tanggung jawab Kepala 
Daerah selaku Kepala Wilayah; 

b. Memberi petunjuk, mengawasi 'dan membimbing pelaksanaan tugas 
pemeriksaan; 

? --·--·-·· 
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c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan ci bidang 
perekonomian yang tclah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk 

b. Memberi petunjuk, mengawasi dan mernbirnbing pelaksanaan tugas 
pemeriksaan; 

a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana perneriksaan; 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 30 Pemeriksa Pendapatan 
mempunyai tugas : 

Pasal 43 

Pemeriksa kekayaan mempunyai tugas melakuk.in pemeriksaan terhadap 
pengelolaan, pembinaan kekayaan milik negara dan daerah. 

Pasal 42 

(2) Pemeriksa pembantu Distribusi dan Pendapatan lain-lain daerah 
mempunyai tugas merncantu pemeriksa pendapata-i dalarn melakukan 
pemeriksaan terhadap pengelolaan, pembinaan dan pengcrnbangan . 
retribusi dan pendapatan lain-lain daerah; 

(I) Pemeriksa Pembantu Pajak Daerah mempunyai tugas mernbantu 
pemeriksa pendapatzn dalam melakukan perneriksaan terhadap 
pengelolaan pembinaan dan pengernbangan pajak daerah; 

Pasal 41 

b. Pemeriksa Pembantu Distribusi dan Pendapatan lain-lain Daerah; 

a. Pemeriksa Pernbantu Pajak Daerah; 

Pemerik.sa Pendap~tan dibantu oleh : 

Pasal 40 

d. Mcnyiapkan. mcnyusun d:111 mcnynmpaikau laporan basil pemcriksaan; 

c. Melakukan perneriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang 
perekonomian yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah tennasuk 
tugas-tugas pembantuan serta serta tugas dan tanggung jawcb Kepala 
Daerah selaku Kepala Wii tyah; 
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I 

' Inspektorat Wilayah, Sekretaris Jnspektorat wilayah para pemeriksa 
pembantu wajib mengikuti dan mernatuhi norrna I petunjuk perneriksaan, 
penilaian, pengujian dan pengusutan yang ditetapkan oleh Menreri Dalam 
Negeri. 

Pasal t.7 

Dalam melaksanakan tugas inspektorat Wilayah, Sekretaris Jnspektorat 
Wilayah, para pemeriksa pembantu wajib menerapkan prinsip koorc.nasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Jnspektorat - Wilayah 
maupun dengan lnstalasi dain diluar lnspektorat Wilayah sesuai dengan 
tugas masing-masing. 

Pasal 46 

TATA KERJA 

BAB TV 

(2) Pemeriksa pembantu pengadaan mempunyai tugas membantu perr.eriksa 
kekayaan dalam melakukan perncriksaan tcrhadap pengelolaan, 
perneriksaan dan penghapusan Kekayaan Milik Negara I Daerah: 

(I) Pemeriksa pemhantu pengadaan mempunyai tugas membantu pemeriksa 
kekayaan dalam melakukan perneriksaan terhadap penyclenggaraan 
pengadaan dan inventarisasi Kekayaan Milik Negara I Daerah; 

Pasal 45 

b. Perneriksa pembantu pemeliharaan dan penghap usan: 

a. Pemeriksa pembantu pengadaan; 

Pemeriksaan kekayaan dibantu oleh : 

Pasal 44 

d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan basil pemeriksaan; 

I 
- - -- ..... i tugas-tugas pembantuan serta serta tu gas dan tanggung jawab Kepala 

Daerah selaku Kepala Wilayah; 
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Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Mandailing Natal tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Wilayah Kabupaten Mandailing Natal. 

Pasat 52 

KETENTUANPENUTUP l 
l r : 
I 

J; 
,;· 

BAB VI 

(2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-nndangan yang berlaku; 

(I) Inspektur Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur Provinsi 
Sumatera Utara; 

Pasal 51 

PEN GANG KAT AN DAN PEMBERHENTIAN 

BABY 

(2) Inspektur Wilayah memberikan saran I pertimbangan I oendapat kepada 
Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai 
dengan pemeriksaan, oengujian dan penilaian serta pengusutan yang 
telah dilakukan serta rnelakukan tugas-tugas lain atas perintah Kepala 
baerah yang bersangkutan; 

(I) Inspektur Wilayah rnenyarnpaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu 
kepada Kepala Daerah dan Kepala lnspektorat Wilayah Provinsi d.:ngan 
tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumacera Utara dan 
lnstansi terkait sesuai dengan bidangnya; 

Pasal 50 

Inspektorat Wilayah, Sekretaris Wilayah para pemeriksa pembantu wajib 
melaksanakan pengawasan melekat. 

Pasal 49 

Inspektorat Wilayah, Sekretaris Inspektorat Wilayah para pemeriksa, para 
Kepala Urusan dan para perneriksa pembantu wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan rnasing-rnasing, 
serta menyampaikan Japoran berkala tepat pada waktunya. 

te 
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LEMBARAN DAERAH KABU!'ATEN MANDAILING NATAL 
NOMOR SERI TAHUN 

Ir. MASRUDDIN DALIMUNTHE 
PEMBINA 
NIP. 400033238 

Diundangkan di : Panyabungan 
Pada tanggal : 21 Februari 2000 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

MANDAILING NATAL 

~~ 

AMRUDA~ 

Disahkan di : Panyabungan 
Padatanggal : IO Juli 1999 
BUPATI MANDAILING NAT AL 

Agar supaya setiay orang meugetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
peraturan daerah ini dengan menempatkannya C:alam Lembaran Daerah 
Kabupaten Mandailing Natal. 

Peraturan daerah ini berlaku setelah Sejas tanggal ditetapkan. 

Pasal 54 

Hal-ha) yang Belem diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala 
Daerah. 

. Click · !ere & Upgrade 
Expanded Features 

Unlimited Pages 

Pasal 53 



J 

~ 

uum l.lW.'I 
E'/,ILIXIQIU FS<BO/l'>JI FWK'Wll 

Im.I 

§ .r. 
r-~ =] I FE\E<Kq a'. t.E!.Efilj POO!r'..iil -;J '!£..~ ! S!X:t.IDJIB l<'.ESEJ.IHJERMl-11:Gllll 75.ATLF PE'&P).T.1/1 

·--y-· J 
F:.11:.v,s.:r -- """' -1 ---Ft\E&lf-1 ~----- I r~I ~- -~ 

~::. PB00.1 ~~ 
:5:. ~: .E;'il\JP:1!:tRl/1 ffi8.'0!S&2:>.'l PEAEA1@S9':ll I , .. "~~~~~ . .I ·:::'2~WIC.I./I EB.OOJv./1 roa:MUP.:~IIIN, I Pc1&'£%rfi1JWJ I .. z..-.:..:: _ J;i"~JEl/4 ~ l<EID.Y,VJHl~'l~ J ,(,P.:AAJl.R 

'-------·· 
I 

i':.11:MS~ ttlE"..Jll.r, r=, r-;~1 E·,I Lj f:\(::lNJUf':l'iltlWi FB'Sl.'f\JSBC:-11 EBE&iiJ ;:.~e:., k\lSi'A~~tj)/l r!X.SIRI a ~E:Bl®lJ ~Simi PB£,l!lii,L!H!.!l!I E;lf!FJ;~Jmll 
):.!'. ~w Ef:EI.IM!l.~-etl t~ l'.Ef@IAIL1i OA:P.\'J ~~ 

!E£J ffiE!'JIIJ.SB<.ill eaEWlJ 
~ Em!.!U:f&rJ iq:g: .wl!EB l.!ll 
Ut!I PA'lM'..6llil ~ 

BAGAWSllw..owJISASlllSPEKTORAT WU.AXJJI 
Wllf.lI.EiUW.DAll.ll. 

I.AM.fJBAfl I eiRAilJ.llAIUlAERAl!JAB!lfA ll:JllUHllal..tiG.IIAI!lJ 
tillJlOR I lnAliUlH299 
LAHOOAU Ill Jul jjjg 

.·. -- -ciick Here & Upgrade I 
Expanded Features I 

Unlimited Pages 
te ·-·- - - --· -· 


